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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan salah satu fenomena sosiaérédotaan yang
semakin nyata. Hidup menjadi anak jalanan memargrbmerupakan pilihan
yang menyenangkan, karena mereka berada dalamskogmatig tidak bermasa
depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarangadiémasalah” bagi banyak
pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namunag@nhterhadap nasib anak
jalanan tampaknya belum begitu besar dan solddaRal mereka adalah saudara
kita. Mereka adalah amanah Allah SWT. yang harlisddingi, dijamin hak-
haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusiasiewang bermanfaat,
beradab dan bermasa depan cerah.

Anak jalanan, pada hakikatnya adalah "anak-ans&fa dengan anak-
anak lainnya yang bukan anak jalanan. Menurut Ul®251pasal 34 “anak
terlantar itu dipelihara oleh negara”, artinya pantah mempunyai tanggung
jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anaktariaktar, termasuk anak
jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anakgalapada hakekatnya sama
dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, sbpétjia tercantum dalam
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kleputusan Presiden RI
No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesaanvention on the Right of the Child
(Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu meatkean hak-haknya secara

normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sgil kemerdekaartiil righ



and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaafamily
environment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahterfaasic
health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budayalucation, laisure and
culture activites), dan perlindungan khususpécial protection).

Sebagai dasar hukum, Pemerintah Indonesia dalammajukan dan
melindungi hak dasar anak telah melakukan upayabpetayaan baik secara
institusional maupun konstitusional. Pemberdayaaars institusional, dilakukan
dengan pembentukan sejumlah lembaga atau komitey y@rada dalam
kewenangan negara maupun lembaga swadaya masyarakat

Secara konstitusional Pemerintah Indonesia telahatifikasi sejumlah
instrumen internasional hak asasi manusia (kovekanyensi, dan perjanjian
yang terkait) antara lain, dalam bentuk undang-ngddan keputusan presiden
seperti, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi IM&n, dan Keputusan
Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Penges@bavention on the Right of
the Child. Lebih khusus lagi, pemerintah membuat UU No.&fih 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Di tataran Jawa Barat sudah ada Perda No. 5 T&@@7 tentang
Perlindungan Anak. Payung hukum ini mestinya dagigtbarkan di tingkat
kota/kabupaten agar upaya penanganan masalah asadapatkan arah yang
tepat dan efektif. Sedangkan Perda Perlindungark Aih&ota Bandung sendiri
saat ini masih dalam proses penggodokan dan seatldagpng berbagai kajian
yang intensif menuju lahirnya perda perlindungamakarSementara ini upaya

Pemerintah Kota Bandung dalam menangani perlindurageak hanya sebatas



kebijakan yang berbentuk program-program seperbg@m Rumah Singgah;
Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan K&®);(Program Pelatihan
dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Anak JalahEmun, dalam
realitasnya upaya-upaya itu belumlah dibuktikangd@rhasil memuaskan.

Beberapa media massa di Indonesia termasuk di Bgnskering memuat
berita mengenai tindak kekerasan, penipuan danapéngan yang dialami oleh
Anak Jalanan di kota Bandung. Anak jalanan di Kkeaamdung rentan terhadap
berbagai tindak kekerasan fisik, psikis, dan sdkskiamudian masih tumpah
ruahnya anak-anak jalanan di sepanjang Kota Bandéerdasarkan data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota @arg, pada tahun 2006
jumlah anak jalanan di Kota Bandung 4.000 oranglaPakhir 2007, menjadi
6.000 orang, seiring dengan arus mobilisasi wisatadari luar kota, terutama
pendatang mingguan dari Kota Jakarta yang semahkggit (Pikiran Rakyat,
16/05/2009). Angka-angka tersebut, menunjukkan rbelerpenuhinya hak-hak
anak untuk mengenyam hidup layak.

Selama ini dalam menertibkan anak jalanan Penaéritota Bandung
hanya bersandarkan Perda K3 (Kebersihan, KetertiB@mmndahan). Dengan
dikeluarkannya Perda K3 di kota Bandung, mungkirhasgsnya dapat
memberantas atau paling tidak meminimalisasi arsd&nan. Namun pada
kenyataannya Pemerintah Kota Bandung terkesan abekbberadaan anak
jalanan sebagai pengganggu ketertiban, kebersibankdindahan (K3) kota.

Mereka di razia, bukan ditertibkan berdasarkan peesejahteraan anak atau



perlindungan terhadap anak. Anak jalanan seringjaliejar dan diperlakukan
kasar oleh aparat Pemerintah (Polisi Pamong PrajeRolisi).

Beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh iHdurdiawati (2008),
dengan judul “Pembinaan Anak Jalanan Menjadi Walggara yang Baik (Studi
Kasus Tentang Proses Pembinaan Anak Jalanan pa@esaraSaudara Sejiwa
Ujungberung, Bandung)”. Dalam penelitian ini didd@a temuan bahwa,
program pembinaan yang dilakukan Yayasan SaudajivaSsering kurang
maksimal dan terhambat karena kurangnya dana, salahkendalanya berasal
dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah yang rgiranaksimal menjadi
hambatan dari pelaksanaan program yang ada, padpaga penanganan anak
jalanan seharusnya dapat direalisasikan secara inma@kskarena program
penanganan masalah anak jalanan merupakan kewagigana dalam melindungi
warga negaranya.

Berdasarkan realitas di atas dapat diasumsikawdyakeberadaan anak
jalanan merupakan bukti tidak terpenuhinya hak amalk oleh orang tuanya
masing-masing maupun oleh Pemerintah. Pemerintaipateanya dipandang
sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menemgak jalanan karena
orang tua mereka tidak mampu melaksanakan tanggwadpnya (Pasal 45 ayat 2
UU 23/02). Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Rddngan Anak, pemerintah
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan diskusarana dan prasarana
dalam penyelenggaraan perlindungan anak (PasaD2R)ikian juga masyarakat
yang diwujudkan melalui kegiatan peran serta masgdrdalam penyelenggaraan

perlindungan anak (Pasal 25). Sedangkan orangeanggung jawab mengasuh



memelihara, mendidik dan melindungi anak, menunf®mbangkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minat serta menceggadiriga perkawinan pada
usia anak-anak (Pasal 26).

Keberadaan anak jalanan menunjukkan bahwa Undadgng
Perlindungan Anak belum sepenuhnya difahami daaksktinakan oleh semua
pihak (terutama pemerintah) demi peningkatan kbtsjaan anak. Maka dari itu
pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandung peremformulasikan
kebijakan yang berpihak dan bersifat melindungi-hak anak terutama anak
jalanan yang terlantar.

Pada akhirnya titik persoalan anak jalanan sebag@tu masalah
perkotaan yang muncul dalam berbagai dimerehidkpan kemasyarakatan
jelas tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal temkait dengan posisi anak
jalanan - yang seyogyanya mendapatkan hak-haknysgyaehnak Indonesia dan
perlindungan secara penuh dari keluarga damepetah justru menjadi suatu
permasalahan klasik yang harus dihadapi Pemeridtzta Bandung.

Arah kebijakan maupun pendekatan-pendekatan ydigkukan oleh
pemerintah kota dalam melindungi hak anak jadamdi Kota Bandung ini
menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalgpik penelitian ilmiah ini.
Maka dari itu peneliti hendak mengangkat penelitiamiah yang berjudul
"KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM

MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN (Studi Kasus di Kota Ba ndung)”.



B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini secara umualahd Bagaimana
upaya-upaya Pemerintah Kota Bandung dalam melindbhal anak jalanan,
berkenaan dengan kebijakannya?.

Kemudian agar penelitian tidak menyimpang damdnj penelitian yang
hendak dicapai, maka penulis mengidentifikasikakoggermasalahan. Adapun
fokus penelitian secara khusus yaitu:

1. Bagaimana karakteristik anak jalanan di Kota Bag@un

2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dal&imdungi hak anak
jalanan?

3. Bagaimana kerjasama Pemerintah Kota Bandung dehgerbaga Sosial
Masyarakat lokal dalam hal melindungi hak anaknjate?

4. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghankedterhasilan
penanganan anak jalanan di Kota Bandung?

5. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam resngaenghambat

keberhasilan penanganan anak jalanan di Kota Bafrdun

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan gdatl belakang
mengenai hak-hak anak jalanan yang harus dilindBegierintah Kota Bandung
dan uraian fokus masalah diatas, maka pokok mpextan penelitian dalam
masalah ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik anak jalanan di Kota Bag@un
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h.

Berapakah jumlah anak jalanan di Kota Bandung?

Dimana saja daerah persebaran dan asal anak jaladata Bandung?
Berapakah usia anak jalanan yang ada di Kota Bay¥dun

Sejauh mana tingkat pendidikan anak jalanan di Batadung?
Aktivitas apa yang dilakukan anak jalanan di Kosam&ung?

Apa latar belakang keluarga anak jalanan?

Apakah anak jalanan memiliki kesadaran akan hak ldamajibannya
sebagai anak Indonesia?

Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab anak tlkeimalanan?

. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dal&aimdungi hak anak

jalanan?

a.

Apakah latar belakang dikeluarkannya kebijakanje&bin Pemerintah
Kota Bandung dalam penanganan anak jalanan?

Apa dasar pelaksanaan kebijakan dan landasan hkdoijakan?

Apa jenis kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalaemangani anak

jalanan?

. Strategi apa yang digunakan dalam kebijakan Petafridota Bandung

dalam menangani anak jalanan?

Model kebijakan apa yang digunakan oleh Pemerittata Bandung
dalam upaya melindungi hak anak jalanan?

Pendekatan apa yang digunakan oleh Pemerintah Bataung dalam
upaya melindungi hak anak jalanan?

Program kebijakan apa yang sedang dan akan dilakR&eerintah Kota
Bandung dalam upaya melindungi hak anak jalanan®aiBana

implementasinya?

. Bagaimana kerjasama Pemerintah Kota Bandung dehgarbaga Sosial

Masyarakat lokal dalam hal melindungi hak anaknjate?



a. Sejauh mana peran Lembaga Sosial Masyarakat |dkl membantu
dalam perlindungan hak-hak anak jalanan di KotadBag?
b. Bagaimana upaya Lembaga Sosial Masyarakat lokandahelindungi
hak-hak anak jalanan di Kota Bandung?
4. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghanigiementasi
kebijakan pemerintah kota dalam menangani anakgaldi Kota Bandung?
5. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam ressngaenghambat

keberhasilan penanganan anak jalanan di Kota Badun

D. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian yang akan dicapai adalank mengetahui
upaya penanganan dan kebijakan yang dilaksanal@m pemerintah Kota
Bandung dalam melindungi hak anak jalanan damlmeeikan uraian tentang
pencapaian dari hasil kebijakan yang telatkddaakan oleh pemerintah kota
terhadap anak jalanan.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui karakteristik anak jalanan di Ké&adung.
b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandialgm melindungi
hak anak jalanan.
c. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Pemerintata KBandung
dengan Lembaga Sosial Masyarakat lokal dalam hahdumgi hak anak

jalanan.



d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambdierkasilan
penanganan anak jalanan di Kota Bandung.
e. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Bandungndat@engatasi

penghambat keberhasilan penanganan anak jalat@talBandung.

E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dapat berguna untuk beberapa kepediantaranya:
1. Kegunaan Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan marfagi pembaca untuk
menambah wawasan dan informasi mengenai kebijakamefntah Kota
Bandung dalam melindungi hak-hak anak jalanan.
2. Kegunaan Praktis.
a. Bagi Pemerintah Kota Bandung dan instansi lain yargit
Penelitian dapat dimanfaatkan untuk evaluasiatiap pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam melindumegi anak jalanan
maupun Lembaga Sosial Masyarakat yang menanganibipaam dan
perlindungan anak jalanan di Kota Bandung.
b. Bagi Anak Jalanan
Penelitian ini dapat berguna bagi anak jalanasendiri dalam menyadari
hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang lagégai anak Indonesia

yang utuh.
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c. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan d@sa dan pemahaman
orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anakggghmemiliki tanggung
jawab moral dan sosial dalam melindungi dan memieketbutuhan hak-hak

anak.

F. Definisi Operasional
1. Kebijakan

"Kebijakan adalah cara bertindak yang sengajaikumhenyelesaikan
beberapa permasalahan dan sebagai rangkaian tmgetaerintah atau tidak
bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah (Hegl, 1972)”.

Kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian inalakl kebijakan-
kebijakan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandungasg ketetapan yang dibuat
untuk mengatasi masalah perlindungan hak anakagalaebagai masalah sosial.
Termasuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Hatam meningkatkan
kualitas hidup anak jalanan melalui pelayanan kgarakatan dan program-
program sosial lainnya.

2. Kota Bandung

Kota Bandung merupakan lbukota Provinsi Jawa Baratupakan tempat
pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, l¢sehindustri dan berbagai
pelayanan lainnya bagi penduduk di daerah Jawa.Bara

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki leaertu yang dihuni

oleh penduduk dalam jumlah tertentu dengan poladkean modern dan semi



11

modern yang diatur oleh aturan-aturan baik forntidang-undang, Peraturan
Daerah) maupun informal (nilai-nilai, norma-norntauaadat istiadat).
3. Perlindungan Anak

Perlindugan anak mengandung arti perlindungan kigkerasanabuse,
dan ekspolitasi. Dalam bentuknya yang sederhanalingiegngan anak
mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak kimgiPerlindungan anak
bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secaexnal menjamin bahwa anak-
anak akan menerima apa yang mereka butuhkan apayssumereka bertahan
hidup, berkembang dan tumbuh (UNICEF Indonesia7 200

Perlindungan anak yang dimaksudkan dalam peneliid adalah
bagaimana Pemerintah Kota Bandung memberikan gdargmannya terhadap
pemenuhan hak-hak pada anak jalanan di Kota Bandung
4. Hak

‘Hak adalah sesuatu yang penting bagi yang beksdag Yyang
dilindungi oleh hukum, yakni hak itu suatu kepegén yang terlindung’ (Utrech,
1962: 290).

Adapun hak yang dimaksud dalam penelitian ini a@dabak-hak anak
jalanan di Kota Bandung yang perlu dilindungi oRgmerintah Kota Bandung.
5. Anak Jalanan

Definisi anak jalanan menurut Departemen Sosiallahddanak yang
berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian we&tunya untuk mencari
nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun g@iatempat umum?”.

Sedangkan menurut UNICEF, "anak jalanan adalah amalg menghabiskan
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waktunya di jalanan untuk melakukan aktivitas ekonenaupun sosial, anak
jalanan ini diklasifikasikan pada anak jalanan yantang ke rumah setiap hari
dan tidak pernah pulang”.

Anak jalanan yang dimaksud dalam penelitian inalald anak jalanan
yang berada di sekitar Kota Bandung yang beraddasvah perlindungan

Pemerintah Kota Bandung.



